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Abstrak
 

Penelitian ini membahas mengenai tindakan <em>actio pauliana </em>oleh Kurator sebagaimana dalam

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 461 K/Pdt.Sus-Pailit/2019. Putusan tersebut

dilatarbelakangi oleh perbuatan hukum yang dilakukan oleh RSW yang merupakan istri sah dari Debitor

Pailit DH, dengan membebani obyek yang merupakan harta bersama dalam perkawinan dengan Hak

Tanggungan untuk pelunasan utangnya dengan PT Bank PMRSA. Perkawinan keduanya dilangsungkan

setelah Debitor Pailit dinyatakan pailit sebagaimana dalam suatu Putusan Pengadilan. Tujuan penelitian ini

adalah untuk mengetahui status harta bersama yang didapatkan setelah putusan pernyatan kepailitan dan

dimasukkan sebagai <em>boedel </em>pailit akibat tindakan <em>actio pauliana </em>dari Kurator, serta

perlindungan hukum yang dapat diberikan kepala PT Bank PRMSA selaku pihak ketiga tersangkut. Untuk

menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yang merupakan

suatu penelitian dengan mengacu kepada norma-norma atau asas-asas hukum untuk selanjutnya dibuat suatu

interpretasi terhadap suatu peraturan hukum. Adapun tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian

ini adalah penelitian eksplanatoris, yang menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam dari suatu gejala.

Hasil analisa menyatakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh RSW terhadap harta bersamanya

dengan Debitor Pailit adalah melanggar ketentuan dalam UU PKPKU, sehingga tindakan <em>actio

pauliana </em>yang dilakukan oleh Kurator adalah tepat, serta perlindungan hukum yang dapat diberikan

kepada PT Bank PRMSA adalah dengan memberikannya kesempatan untuk tampil sebagai Kreditor

Konkuren atau dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap piutang yang dimilikinya kepada Debitor

Pailit.

<hr>

This research discusses the actions taken by the Curator in the Decision of the Supreme Court of the

Republic of Indonesia Number 461 K/Pdt.Sus-Pailit/2019. The decision was caused by legal action

conducted by RSW as the legal wife of DH as a bankrupt debtor related to marital property with a Mortgage

to pay off its debt to PT Bank PMRSA. The marriage was held after the bankrupt debtor is declared

bankrupt in a court decision. The purpose of this research was to determine the status of marital property

obtained after the decision to declare bankruptcy and was included as a bankruptcy property due to actio

pauliana by the curator, also the legal protection that the head of PT Bank PRMSA as the third party in this

matter. To answer these problems, normative juridical legal research methods are used, which is a study by

referring to legal norms or principles to further make an interpretation of a legal rule. The research typology
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used in this research is explanatory research, which describes or explains more deeply of a symptom. The

results of the analysis show that the legal actions taken by RSW against the assets together with the

Bankrupt Debtor violate the provisions in the PKPKU Law, so the actions of actio pauliana taken by the

Curator are appropriate, and the legal protection that can be given to PT Bank PRMSA is by giving it the

opportunity to appear as a creditor. Concurrent or may request compensation for account receivables

calculated from the Bankrupt Debtor.


